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Kepada Yth.
dr. Bambang Samudra, SW.M.Kes

Direktur Rumah Sakit Mata Undaan
Jalan Undaan Kulon No 17-19
Surabaya

Perihal : Pengiriman Surat Perjanjian Kerjasama

Teriring Salam, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Yang
Maha Kuasa untuk menjalankan aktivitas.

Terima kasih kami ucapkan atas kepercayaan yang telah diberikan untuk dapat menjalin kerjasama
dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Asuransi Kesehatan Asuransi Asyki.

Bersama ini kami sampaikan Surat Perjanjian Kerjasama (asli) 2 rangkap yang telah ditandatangani
oleh direksi Asuransi Asyki.

Dengan telah terjalinnya kerjasama antara Asuransi Asyki dengan Rumah Sakit Mata Undaan

mohon untuk dapat disosialisasikan ke unit kerja terkait agar dapat memudahkan pelaksanaan
pelayanan selanjutnya.

Besar harapan kami kiranya hubungan kerjasama ini dapat memberikan kemudahan dan
keuntungan bagi kedua belah pihak.

Atas perhatian dan kerjasama serta kepercayaan yang telah diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

SOLUTION

F DrRoswita Dianawati, MM, MHA, AAK, AAAILJ
‘Managing Health Assistance — Director

Tembusan:
1.Arsip



TANDA TERIMA PENGIRIMAN DOKUMEN

Hari, Tanggal Pengiriman : Selasa, 26 April 2016
Hari, Tanggal Penerimaan : l@wsz&»@pbﬂﬁo ¢
Isi Dokumen

1. Perjanjian Kerjasama antara Asyki dengan RS Mata Undaan Surabaya (2 rangkap)
2. Surat Pengantar Perjanjian Kerjasama

Melalui surat ini kami beritahukan apabila dokumen sudah diterima, mohon dikirimkan kembali TANDA
TERIMA ini ke Asuransi Syariah Keluarga Indonesia / Proizzy Assistance melalui:

Fax. 021-29368946 atau email info.proizzy.com.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pengirim, Penerima
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PERJANJIAN KERJASAMA

antara
PT. ASURANSI SYARIAH KELUARGA INDONESIA
dengan
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
tentang
PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN
SECARA BERLANGGANAN

Nomor : 004-017/PKS-RS/IV/2016
Nomor LAJ/RSMU/PKS/I/ 2016

Perjanjian Kerjasama Pelayanan Perawatan Kesehatan dan Pengobatan Secara Berlangganan
(selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”} ini, dibuat pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan
bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas (29-03-2016), oleh dan antara :

l. PT. ASURANSI SYARIAH KELUARGA INDONESIA, yang berkedudukan di Bogor, beralamat di Gdg.
ASYKI, Jalan KH. Sholeh Iskandar No. 1- Bogor, didirikan berdasarkan Notaris H. Syarif S. Tanudjaya,
SH dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan
Surat Keputusan No.AHU-41722.40.10.2014 tanggal 29 Desember 2014, dengan Izin Operasional
berdasarkan Keputusan OJK No. KEP-124/D.05/2015 tanggal 30 November 2015/18 Shafar 1437H,
dalam hal ini diwakili oleh Zenal M. Falah, AAlJ, AAK, AlIS, selaku Direktur Utama, yang bertindak
dalam jabatannya tersebut, oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama PT
ASURANSI SYARIAH KELUARGA INDONESIA yang selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”.

Il. RUMAH SAKIT MATA UNDAAN, yang berkedudukan di SURABAYA, dalam hal ini diwakili oleh, dr.
Bambang Samudra,SW. M.Kes selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan dari dan karenanya
bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Rumah Sakit Mata Undaan, untuk selanjutnya
disebut sebagai “PIHAK KEDUA”.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (selanjutnya disebut “PARA PIHAK”) menerangkan terlebih dahulu
sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan syariah yang, dengan ini
bermaksud bekerja sama dengan PIHAK KEDUA untuk mendapatkan pelayanan perawatan
kesehatan dan pengobatan bagi Peserta Asuransi PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit/ Klinik yang dengan ini bersedia dan menyatakan sanggup
untuk bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA dengan segala fasilitasnya untuk memberikan
pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan kepada Peserta asuransi PIHAK PERTAMA.



MAKA, berdasarkan hal-hal tersebut pasal ini, PARA PIHAK telah saling bermufakat dan bersetuju
untuk dan dengan ini menetapkan Perjanjian, berdasarkan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL1
DEFINISI

Selain definisi yang disebutkan dalam bagian lain pada Perjanjian ini, istilah-istilah berikut yang diawali
dengan huruf cetak tebal dalam Perjanjian ini mempunyai arti seperti tercantum di bawah ini:

1. Harga Netto Apotek (HNA) adalah Harga beli apotek dari Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang
berlaku resmi pada saat penyerahan obat.

2. Hari Kalender adalah tiap-tiap hari dalam kalender termasuk hari libur Nasional yang ditetapkan
oleh Pemerintah atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

3. Hari Kerja adalah Hari Senin sampai dengan Jum’at kecuali hari Libur Nasional yang ditetapkan
oleh pemerintah atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.,

4, Kartu Peserta adalah Kartu pengenal Peserta yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA untuk
memperoleh pelayanan kesehatan dari PIHAK KEDUA dan sebagai jaminan pembayaran oleh
PIHAK PERTAMA atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan PIHAK KEDUA kepada Peserta,
yang dilengkapi nomor, hama Peserta, nama perusahaan dan tanggal berlaku.

5. Obat/Therapi adalah Semua jenis obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan medis yang dapat
diberikan dengan diminum, disuntik, dioles, dihirup, atau diteteskan sesuai dengan Daftar Obat
Esensial Nasional (DOEN), ISO atau IIMS yang diakui oleh Departemen Kesehatan dalam rangka
penyembuhan atau pemeliharaan kesehatan kecuali dan tidak termasuk jenis obat yang bersifat
makanan atau suplemen, obat-obatan yang masih bersifat percobaan atau hipotesa atau vitamin
yang tidak sesuai dengan indikasi untuk penyembuhan penyakit.

6. Operasi adalah Tindakan medis spesialistis yang menggunakan sayatan pada organ tubuh dengan
atau tanpa tenaga anestesi pada ruangan tertentu.

7. Perjanjian adalah Semua persyaratan dan kondisi yang disetujui, ditandatangani, dan ditetapkan
oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian ini, termasuk lampiran-lampiran, penambahan maupun
perubahannya.

8. Peserta Asuransl adalah Karyawan atau Karyawati perusahaan dengan atau tanpa Tanggungan
(Anak, Istri/Suami) yang menjadi peserta program asuransi kesehatan di PIHAK PERTAMA.

9. Prolzzy Assistance adalah adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau asistensi
vang memberikan jasa pengelolaan administrasi klaim kepada perusahaan asuransi, termasuk
tetapi tidak terbatas pada PIHAK PERTAMA.

10. Rawat Inap adalah Perawatan kesehatan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus di dalam
suatu Rumah Sakit sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) jam untuk pengobatan yang
diperlukan sesuai dengan penyakit atau cedera yang dapat dijamin. Pelayanan Rawat Inap
diberikan berdasarkan surat pengantar dari dokter umum atau dokter spesialis, kecuali dalam
kasus gawat darurat (emergency).

11. Rawat Jalan adalah Perawatan kesehatan yang harus dilaksanakan di dalam suatu Rumah Sakit/
Klinik yang diperlukan sesuai dengan penyakit atau cedera yang didasarkan atas indikasi medis
dilaksanakan dalam hari yang sama dan tidak membutuhkan perawatan inap.

12. Surat Jaminan adalah Surat yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA yang dipergunakan sebagal
alat bukti guna melaksanakan pelayanan kesehatan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan isi surat
jaminan tersebut,



13. Tarif adalah Harga komponen atau tindakan yang dibebankan kepada PIHAK PERTAMA sebagai
imbalan atas pelayanan yang diterima Peserta dari PIHAK KEDUA yang berlaku pada saat Peserta
memperoleh pelayanan kesehatan yang setiap perubahannya akan diberitahukan kepada PIHAK
PERTAMA dari waktu ke waktu.

PASAL 2
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN

PIHAK PERTAMA menunjuk dan menetapkan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menerima
penunjukan dan penetapan dari PIHAK PERTAMA sebagai Rumah Sakit/ Klinik yang menyelenggarakan
pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan secara berlangganan kepada Peserta Asuransi
PIHAK PERTAMA.

PASAL 3
TEKNIS DAN PELAKSANAAN LAYANAN

1. Sehubungan dengan penunjukan penyelenggaraan pelayanan perawatan kesehatan dan
pengobatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dalam hal
ini telah menunjuk Proizzy Assistance sebagai pihak yang secara sah bertindak untuk dan atas
nama atau mewakili PIHAK PERTAMA dalam hal melakukan teknis dan layanan pengelolaan
administrasi klaim asuransi kesehatan dengan PIHAK KEDUA.

2. Dengan penunjukan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka keputusan yang dibuat dan
ditetapkan PIHAK PERTAMA berlaku mengikat bagi Proizzy Assistence, begitu pula berlaku
sebaliknya.

PASAL 4
KETENTUAN PERAWATAN PESERTA ASURANSI

PIHAK KEDUA melaksanakan pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan bagi Peserta Asuransi
PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

PASAL 5
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan fasilitas pelayanan perawatan kesehatan dan
pengobatan Rawat Jalan dan/atau Rawat Inap kepada Peserta asuransi PIHAK PERTAMA sesuai
dengan Kartu Peserta Asuransi yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA.

2. Kelas perawatan dan fasilitas lainnya yang menjadi hak dari Peserta asuransi PIHAK PERTAMA
tercantum dalam Kartu Peserta Asuransi.



PASAL 6
PEMBEBASAN UANG PEMBAYARAN

1. Setiap dan/atau Peserta asuransi PIHAK PERTAMA yang memeriukan Pelayanan Pengobatan dan
Perawatan Kesehatan pada PIHAK KEDUA, sepanjang dapat menunjukkan Kartu Peserta Asuransi
diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA dan masih dinyatakan berlaku, maka dibebaskan dari prosedur
pembayaran, sebagaimana yang diberlakukan bagi pasien umum.

2. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, dalam hal Kartu Peserta
Asuransi tidak dapat diperlihatkan dan sepanjang pasien tersebut benar tercatat sebagai Peserta
Asuransi, maka dapat diterima sebagai Pasien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 7
FASILITAS YANG DISEDIAKAN

Fasilitas pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA adalah
yang sesuai dengan hak Peserta asuransi PIHAK PERTAMA yang meliputi :

1. Rawat Inap

2. RawatJalan

3. Penunjang Medis terkait Mata.
4. IGD Mata

PASAL 8
PELAPORAN PASIEN (RAWAT INAP)

Dalam hal Peserta Asuransi PIHAK PERTAMA memerlukan perawatan di Rumah Sakit/ Klinik PIHAK
KEDUA, dalam hal perawatan tersebut maka PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkannya kepada
PIHAK PERTAMA dalam tempo selambat-lambatnya 2 x 24 jam, serta Apabila biaya
perawatan/pengobatan Peserta asuransi PIHAK PERTAMA tersebut lebih besar atau sama dengan Rp.
3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan kelipatannya, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengkonfirmasikan
hal tersebut terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA, agar dapat dilakukan pengecekan langsung atas
santunan Peserta asuransi tersebut, PIHAK KEDUA wajib mengkonfirmasikan terlebih dahulu kepada
PIHAK PERTAMA untuk setiap tindakan/pemeriksaan yang memerlukan biaya besar.

PASAL 9
KONFIRMASI PESERTA ASURANSI (RAWAT INAP)

1. PIHAK KEDUA akan melaporkan kepada PIHAK PERTAMA atas perawatan inap Peserta PIHAK
PERTAMA. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu
selambat-lambatnya 2 x 24 jam kepada PIHAK PERTAMA dan atas pelaporan tersebut PIHAK
PERTAMA akan memberikan jawaban dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

2. Setelah PIHAK KEDUA melaporkan kepada PIHAK PERTAMA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA akan mengirimkan “Surat Jaminan Rawat Inap” atau
“Surat Penolakan Rawat Inap”, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dari Perjanjian ini.



3. Dalam hal PIHAK PERTAMA mengirimkan dan/atau mencetak “Surat Penolakan Rawat Inap”
kepada PIHAK KEDUA, maka seluruh biaya perawatan/kesehatan yang timbul, sepenuhnya
menjadi tangung jawab pribadi Peserta asuransi PIHAK PERTAMA.

4. Dalam kondisi gawat darurat, atau hari libur, maka “Surat Jaminan Rawat Inap” untuk Peserta
akan dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 1 x 24 jam atau pada
Hari Kerja pertama sesudah hari libur.

5. Dalam hal Peserta asuransi PIHAK PERTAMA yang menjalani perawatan di luar jam kerja/hari libur
dan perawatan selesai pada hari libur juga, maka atas perintah PIHAK KEDUA Peserta asuransi
PIHAK PERTAMA diwajibkan menandatangani “Surat Pernyataan” yang disediakan oleh PIHAK
PERTAMA di tempat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA wajib melaporkan perawatan tersebut
kepada PIHAK PERTAMA pada Hari Kerja berikutnya.

6. PIHAK PERTAMA akan menanggung biaya perawatan sesuai dengan kelas yang menjadi hak
Peserta, dan selisih biaya perawatan ditanggung oleh Peserta yang bersangkutan.

7. Pembayaran selisih biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, dibayarkan secara
langsung oleh Peserta Asuransi kepada PIHAK KEDUA sebelum pulang dari perawatan.

PASAL 10
PERAWATAN DIRUMAH SAKIT LAIN (RAWAT INAP)

1. Apabila Peserta asuransi PIHAK PERTAMA memerlukan Rawat Inap, akan tetapi kamar rawat inap
pada PIHAK KEDUA dalam keadaan penuh, maka PIHAK KEDUA akan mengirim/merujuk ke Rumah
Sakit terdekat setelah terlebih dahulu disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

2. Apabila dianggap perlu dan dengan pertimbangan demi kesehatan dan keselamatan pasien,
dokter yang merawat dapat merujuk Peserta asuransi PIHAK PERTAMA ke Rumah Sakit terdekat
setelah terlebih dahulu disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

3. Biaya yang ditimbulkan akibat perawatan atau pengobatan di Rumah Sakit lain :

a. Apabila PIHAK KEDUA merujuk Peserta asuransi PIHAK PERTAMA secara penuh/total, maka
biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA

b. Apabila PIHAK KEDUA hanya merujuk Peserta asuransi PIHAK PERTAMA secara sebagian
terbatas pada penanganan medis tertentu, maka biaya yang timbul ditanggung oleh PIHAK
KEDUA terlebih dahulu dan untuk selanjutnya biaya tersebut ditagihkan kepada PIHAK
PERTAMA sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 11
TARIF PERAWATAN DAN PEMBAYARAN

1. Besaran Tarif untuk perawatan Rawat Inap dan perubahannya adalah sebagai berikut:

a.  Tarif fasilitas pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan bagi Peserta asuransi PIHAK
PERTAMA adalah yang berlaku pada PIHAK KEDUA (daftar tarif terlampir).

b. Apabila terjadi perubahan tarif, maka PIHAK KEDUA akan memberitahukan secara tertulis
kepada PIHAK PERTAMA selambat — lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru
diberlakukan.



Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan sesuai dengan fasilitas yang
ditetapkan dalam Surat Pengantar atau Kartu Peserta asuransi yang diterbitkan PIHAK PERTAMA.

Apabila ada permintaan dari Peserta asuransi PIHAK PERTAMA untuk di rawat di kelas perawatan
vang lebih tinggi dari haknya maka Peserta diberlakukan menjadi pasien umum. Peserta dapat
mengajukan penggantian langsung ke PIHAK PERTAMA (sistem reimbusment).

Beban biaya atas kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf ¢ Pasal ini ditanggung
sepenuhnya secara pribadi oleh Peserta asuransi PIHAK PERTAMA sebelum yang bersangkutan
meninggalkan Klinik/Rumah Sakit PIHAK KEDUA.

Dalam hal kelas/kamar yang menjadi hak Peserta asuransi PIHAK PERTAMA tidak tersedia/penuh,
maka PIHAK KEDUA akan menempatkan Peserta asuransi PIHAK PERTAMA dalam kelas perawatan
satu tingkat lebih tinggi dari kelas/kamar yang menjadi hak Peserta asuransi untuk jangka waktu 2 x
24 jam pertama, dan apabila kelas/kamar yang merupakan hak Peserta asuransi sudah tersedia
maka PIHAK KEDUA secepatnya memindahkan Peserta asuransi ke kelas yang menjadi hak Peserta.
Selisih biaya di kelas perawatan yang lebih tinggi tersebut ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

. Besaran tarif fasilitas pemeriksaan dan/atau pengobatan Rawat Jalan yang disepakati oleh PARA

PIHAK untuk selama jangka waktu Perjanjian adalah mengacu kepada daftar Tarif yang yang
disepakati bersama antara PARA PIHAK.

PASAL 12
KETENTUAN PELAYANAN MEDIS

PIHAK KEDUA dalam hal memberikan pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan waijib
memenuhi ketentuan pelayanan medis yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, sebagai berikut:

1,

Memperhatikan Daftar Pengecualian yang tercantum pada bagian lampiran yang merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pemberian obat-obatan harus selalu berpedoman pada Daftar Obat Generik dan Daftar Obat
Esensial Nasional (DOEN).

PASAL 13
TATA CARA PELAYANAN MEDIS

PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta Asuransi sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Perjanjian ini. PIHAK KEDUA berhak melakukan
pengecekan dan validassi identitas diri yang dimiliki Peserta Asuransi (KTP/ KK/ SIM/ Pasport/
Kartu kepegawaian).

Setelah dilakukan pelayanan pemeriksaan dan/atau pengobatan, PIHAK KEDUA berkewajiban
mengembalikan kartu Peserta asuransi atas nama yang bersangkutan kepada Peserta.

Peserta Asuransi akan mendapatkan pelayanan medis oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Apabila diperlukan pemeriksaan dan tindakan medis lanjutan, maka PIHAK KEDUA wajib
melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA.



PASAL 14
TATA CARA PENGAJUAN PENAGIHAN

1. PIHAK KEDUA akan mengirimkan nota tagihan dengan perinciannya kepada PIHAK PERTAMA
setelah selesainya perawatan Peserta Asuransi.

2. Kuitansi penagihan biaya pelayanan pemeriksaan dan/atau pengobatan dari PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

a. Kuitansi Asli;

b. Resume Medis/Diagnosa Medis;

Bukti/Lampiran/Perincian (Obat, laboratorium, radiologi, rujukan dan diagnostik lain);
Copy surat jaminan;

Fotocopy Kartu Peserta; dan

> o a o

Dokumen pendukung lainnya, jika diperlukan.

PASAL 15
JANGKA WAKTU PENAGIHAN

Jangka waktu penagihan biaya pelayanan perawatan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
selambat-lambatnya adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal pelayanan perawatan
Peserta asuransi PIHAK PERTAMA di Rumah Sakit/ Klinik PIHAK KEDUA atau setelah lepas perawatan
Rawat Inap dari PIHAK KEDUA, di luar batas waktu tersebut biaya sepenuhnya akan dimusyawarahkan
oleh PARA PIHAK.

PASAL 16
SISTEM PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran atas biaya perawatan Peserta Asuransi kepada
PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tagihan tersebut diterima oleh
PIHAK PERTAMA secara lengkap dan benar.

2. Setiap pembayaran dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui transfer/pemindah-
bukuan pada rekening Bank PIHAK KEDUA, yaitu :

Nomor Rekening : 142-00-7500007-4
Bank : Mandiri
Cabang : Surabaya Swandayani
Atas Nama : RS Mata Undaan
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PASAL 17
TUGAS DAN KEWAIJIBAN

Selain yang diatur dalam Pasal-Pasal lain Perjanjian Kerjasama, PIHAK KEDUA memiliki Tugas dan
Tanggung Jawab sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA berkewajiban menjamin bahwa pelayanan dan/atau perawatan medis yang
diberikan kepada Peserta asuransi PIHAK PERTAMA adalah :

a. Konsisten dengan diagnosa dan prosedur pelayanan medis yang lazim untuk penyakit atau
cidera yang membutuhkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Perjanjian ini.

b. Sesuai dengan standard pelayanan medis yang berlaku (Departemen Kesehatan Republik
Indonesia).

c. Tidak untuk dimanfaatkan dan/atau disalahgunakan oleh Peserta asuransi PIHAK PERTAMA
atau pihak manapun juga.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban mengambil semua tindakan yang sepantasnya guna mencegah
penyalahgunaan dari limit santunan, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal dibawah ini :

a. Permintaan Peserta Asuransi PIHAK PERTAMA untuk mengubah tanggal pemeriksaan
dan/atau perawatan ataupun diagnosa penyakit.

b. Permintaan pelayanan medis seperti pemeriksaan laboratorium atau penunjang diagnostik
lain yang tidak diperiukan secara medis.

¢. Permintaan untuk mengadakan tagihan sampai pada jumlah limit santunan untuk pelayanan
yang diberikan kepada orang lain yang tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Kartu
Peserta Asuransi PIHAK PERTAMA.

d. PIHAK KEDUA wajib memperhatikan Daftar Pengecualian yang tercantum pada bagian
lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

e. Dalam hal PIHAK PERTAMA membutuhkan data medis Peserta Asuransi dari PIHAK KEDUA,
PIHAK PERTAMA menjamin bahwa telah memiliki otorisasi dari Peserta asuransinya untuk
memperoleh data medisnya dari PIHAK KEDUA,

3. PIHAK KEDUA bertanggungjawab dan menjamin atas kebenaran keterangan dan data medis
Peserta asuransi PIHAK PERTAMA yang pertama kali diterima oleh PIHAK PERTAMA yang
dituangkan/dinyatakan oleh PIHAK KEDUA dalam Formulir Perawatan Medis setelah pasien
meninggalkan Klinik dan Rumah Sakit PIHAK KEDUA, serta PIHAK PERTAMA dibebaskan dari
segala tuntutan/ gugatan dalam bentuk apapun dari PIHAK KEDUA atau pihak manapun atas
kesalahan atau kelalaian dalam pengisian Formulir Perawatan Medis.

PASAL 18
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan
dapat diakhiri sewaktu-waktu atau diadakan perubahan-perubahan berdasarkan persetujuan
PARA PIHAK.

2. Perjanjian ini otomatis diperpanjang untuk tahun berikutnya jika tidak ada permintaan perbatalan
atau perubahan dari salah satu Pihak.



. Pihak yang menginginkan berakhirnya Perjanjian ini atau mengadakan perubahan-perubahan

berkewajiban menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 60 (enam
puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian atau tanggal dimulainya perubahan-
perubahan yang dikehendaki.

PASAL 19
PEMUTUSAN/ PEMBATALAN PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA berhak secara sepihak dan tanpa melakukan tuntutan
apapun untuk membatalkan sebagian atau seluruh dan bahkan bila dimungkinkan memutuskan
Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu, apabila masing-masing Pihak
telah lalai memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini dan kelalaian itu
tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat
pemberitahuan atau apabila tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban sehingga
mengakibatkan dampak negatif yang sangat berarti menurut Perjanjian ini.

Pemutusan/Pembatalan Perjanjian dapat juga dilakukan apabila baik PIHAK PERTAMA maupun
PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian ini dan tidak
memperbaiki kinerjanya setelah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara
berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan.

Dalam hal terjadi pemutusan/ pembatalan Perjanjian karena tidak terpenuhinya kinerja salah satu
pihak sebagaimana ketentuan ayat (2) Pasal ini maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat
untuk merundingkan dan menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang timbul dalam Perjanjian ini
yang belum terselesaikan.

PASAL 20
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama untuk saling memberikan informasi
atas setiap adanya perubahan informasi dan sistem atau prosedur yang menyangkut teknis
pelaksanaan Perjanjian ini.

PARA PIHAK menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

a. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung
jawab dan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan.

b. Telah mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini
dan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk penandatanganan serta
pelaksanaan Perjanjian ini.

c. Secara sah memegang semua perizinan, persetujuan yang berhubungan dan diperlukan, dan
persetujuan-persetujuan lain yang mungkin dibutuhkan untuk melaksanakan usahanya,
termasuk setiap izin, persetujuan-persetujuan lain yang berhubungan dengan kegiatan
operasi dari pelayanan perbankan dan perasuransian yang disediakan berdasarkan Perjanjian
ini.

d. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak bertentangan atau melanggar
ketentuan hukum, peraturan, penetapan, keputusan administrasi atau hukum atau kebijakan
pemerintah Indonesia atau departemen lainnya, perwakilan, badan-badan atau Pihak yang
berwenang lainnya.
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3. PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah mendapat ijin dan kuasa
dari peserta/pasien untuk meminta dan atau menerima keterangan medis baik secara lisan
maupun tertulis dari PIHAK KEDUA mengenai kesehatan peserta/pasien PIHAK PERTAMA akan
bertanggung jawab secara penuh serta membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan hukum
dari peserta/pasien PIHAK PERTAMA atas keterangan medis yang telah disampaikan PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA,

PASAL 21
KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE

1. Kewajiban salah satu Pihak dalam Perjanjian ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama
pelaksanaannya terhalang oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kemampuan dan/atau
kekuasaan PARA PIHAK antara lain namun tidak terbatas pada : persengketaan perburuhan,
musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan, perang atau
keaadaan yang timbul dari atau sebagai akibat dari perang, baik yang dinyatakan maupun yang
tidak, huru-hara atau tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau
pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi,
kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang
sejenis yang untuk selanjutnya disebut Keadaan Memaksa atau Force Majeure. Ketentuan bahwa
suatu peristiwa termasuk ke dalam Keadaan Memaksa atau Force Majeure adalah setelah
diumumkan dan ditetapkan oleh pemerintah atau asosiasi, mana yang lebih dahulu.

2. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa atau Force Majeure PARA PIHAK bersetuju bahwa pihak yang
tidak terkena Keadaan Memaksa atau Force Majeure tidak dapat mengajukan tuntutan hukum
terhadap pihak yang terkena Keadaan Memaksa atau Force Majeure.

3. Pihak yang terkena Keadaan Memaksa atau Force Majeure harus segera, namun tidak lebih dari 14
(empat belas) Harl Kerja, memberitahukan kepada Pihak yang tidak terkena Keadaan Memaksa
atau Force Majeure secara tertulis terhitung sejak terjadinya Keadaan Memaksa atau Force
Majeure mengenai penangguhan pelaksanaan Perjanjian, alasannya dan perkiraan lamanya
penangguhan.

4. Apabila Pihak yang terkena Keadaan Memaksa atau Force Majeure tersebut lalai untuk dan tidak
memberitahukan kepada Pihak yang tidak terkena Keadaan Memaksa atau Force Majeure dalam
kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan
konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang terkena
Keadaan Memaksa atau Force Majeure tersebut.

5. Pihak yang terkena Keadaan Memaksa atau Force Majeure wajib berusaha semaksimal mungkin
untuk memulai kembali pekerjaan dan/atau kewajiban lain dalam Perjanjian ini setelah keadaan
Force Majeure selesai.
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Setiap pemberitahuan yang diperlukan atau diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya,

PASAL 22
PEMBERITAHUAN

dialamatkan kepada:

A. PIHAK PERTAMA

PT. ASURANSI SYARIAH KELUARGA INDONESIA
Pelaksana Teknis dan Layanan Administrasi Klaim :

Proizzy Assistance

Gedung Graha MIR JI. Pemuda 9, Lt.3 Rawamangun-Jakarta Timur 13220
Telp. : 021 — 29368945

Fax : 021 - 29368946

Email . muhammad.igbal@proizzy.com

info@proizzy.com

Bag. Penjaminan

& Kerjasama : Muhammad Igbal (0857 1421 8005)
Bag. Klaim : Galih Permana (0857 1601 0847)
Call center 24 Jam : 0812 8900 5700

PIHAK KEDUA
Rumah Sakit Mata Undaan
Alamat  :JI. Undaan Kulon No 17-19 Surabaya 60274

Telp :(031) 5319619, 531 3806

Fax :(031) 531 7503

Email : marketing.rsmataundaan@gmail.com
jaminan.rsmu@gmail.com

PIC : 1. Arnold Hariyono Ext: 133

2. Mia Agustina

PASAL 23
HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini tunduk pada dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

2.

PASAL 24
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK Sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat
dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk
mufakat.

Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka Para Pihak sepakat
untuk memilih domisili hukum yang tetap guna upaya penyelesaian perselisihan tersebut di Kantor
Kepaniteraan dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Surabaya.
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PASAL 25
KERAHASIAAN

1. Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu pihakpun
dalam Perjanjian ini yang dibenarkan untuk menginformasikan isi dari Perjanjian ini dan/atau
memanfaatkan data-data yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini baik yang bersifat
teknis maupun komersial dalam bentuk apapun, selanjutnya disebut “Informasi Rahasia”.

2. Informasi Rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh PARA PIHAK, karyawan/pegawai PARA
PIHAK maupun pihak lainnya yang diberi wewenang oleh dan memiliki kewenangan atas
perusahaan PARA PIHAK, untuk mengetahui dan menggunakan Informasi Rahasia dengan
ketentuan pihak-pihak lain tersebut telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahufu dari
PARA PIHAK.

PASAL 26
KESELURUHAN PERJANJIAN

Perjanjian ini merupakan keseluruhan Perjanjian antara PARA PIHAK berkenaan dengan materi
yang diperjanjikan

2. Perjanjian ini membatalkan dan menggantikan kesepakatan yang dibuat sebelumnya oleh PARA
PIHAK yang dilakukan secara lisan maupun tulisan.

PASAL 27
KETERPISAHAN

1. Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan sebagai tidak sah atau
tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka
ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan ini atau sebagian
daripadanya saja. Sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan
mempunyai kekuatan hukum secara penuh.

2. PARA PIHAK selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat
diberlakukan tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan diganti dengan
ketentuan yang sah menurut hukum dan sejauh serta sedapat mungkin dapat mencerminkan
maksud dan tujuan komersial atas dibuatnya ketentuan tersebut.

PASAL 28
PENGALIHAN HAK

1. Hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu
pihak kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

2. Setiap pihak yang menerima pengalihan hak wajib untuk menyetujui secara tertulis untuk
mengikatkan diri pada ketentuan dalam Perjanjian ini secara keseluruhan tanpa ada yang
dikecualikan.
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PASAL 29
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam
Perjanjian ini dan bila dipandang perlu, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyatakan secara
tertulis dalam amandemen atau addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

2. Tidak ada perubahan atau modifikasi atau penambahan pada Perjanjian ini yang dianggap sah
atau mengikat PARA PIHAK, kecuali dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA

PIHAK

3. Dalam hal setelah ditandatanganinya Perjanjian ini terjadi suatu perubahan dalam peraturan
perundang-undangan yang secara material dapat mendatangkan kerugian kepada PARA PIHAK,
maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perundingan kembali sehingga dapat
menghilangkan atau memperkecil kerugian yang diderita oleh salah satu pihak.

PASAL 30
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing
mempunyai bunyi dan kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) asli untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu)
asli untuk PIHAK KEDUA, ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada tanggal
sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia, RS Mafa Undaan Surabaya,

'}
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Lampiran : Perjanjian Kerjasama antara PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia dengan RS Mata

Undaan tentang Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Secara Berlangganan.

DAFTAR PENGECUALIAN

PIHAK PERTAMA tidak memberikan jaminan untuk pelayanan-pelayanan berikut, dan menjadi beban
dari Peserta :

1.

10.

1.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Akibat perang atau bertugas aktif dalam militer atau angkatan bersenjata dari suatu negara atau
Badan Internasional, terlibat demonstrasi, huru-hara (langsung dan tidak langsung),
pemberontakan, atau keributan sipil.

Cedera yang diakibatkan oleh perbuatan sendiri, misalnya percobaan bunuh diri atau melanggar
hukum dan terorisme.

Cedera atau penyakit yang disebabkan oleh penggunaan Alkohol. Narkotik, Psikotropika.

Olahraga tertentu yang membahayakan (panjat gunung/tebing, hang gliding, balap mobil/motor,
diving, parasut, tinju, akrobatik, gantole, terbang layang dan sejenisnya)

AIDS dan ARC (AIDS related complex) serta HIV positif, Gonorhoe, Syphilis, segala jenis penyakit
yang ditularkan melalui hubungan seksual (sexually transmitted disease) dan segala akibatnya.

Pengobatan dan tindakan medis yang masih dikategorikan eksperimen misainya Therapy Ozon,
HyperbaricTherapy, tindakan Laser Eximer.

Pengobatan atau pembedahan untuk cacat bawaan, kelainan congenital, herediter (bawaan dari
lahir) misalnya hernia (dibawah usia 12 tahun), VSD, ASD, debil, embicil, mongoloid, creatinism,
thalasemia, haemophilia.

Pemeriksaan fisik secara berkala, check up kesehatan yang tidak ada hubungannya dengan
pengobatan atau diagnosa dari suatu penyakit yang dijamin.

Segala jenis upaya pencegahan penyakit termasuk tetapi tidak terbatas pada imunisasi/vaksinasi,
pemberian zat untuk meningkatkan kekebalan tubuh, suplement/nutrient.

Segala pemakaian alat kontrasepsi dan pengobatan yang berkaitan dengan program KB,
pengaturan kelahiran secara mekanis atau kimiawi atau perawatan yang berhubungan dengan
kesuburan, bayi tabung, impotensi, obat-obatan hormonal dan lain-lain.

Gangguan akibat sinar radio aktif dari setiap bahan bakar nuklir atau limbah nuklir, bencana alam
(gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, badai tsunami dan sejenisnya).

Penggantian protesa tangan, protesa mata, protesa kaki dan alat bantu pendengaran.

Cosmetic Surgery (operasi plastik) ataupun hal-hal yang berhubungan dengan upaya pemulihan
perawatan kecantikan bagian tubuh.

Alat pacu jantung, transplantasi organ tubuh termasuk sumsum tulang, akupuntur, Haemodialisa
(cuci darah), pengobatan kanker, operasi jantung.

Jasa-jasa non medis yang diberikan oleh Rumah Sakit, seperti biaya telpon, fax, salon, video,
televisi, sauna, laundry, mini bar dan lain-lain.

Pembelian obat-obatan tanpa resep dokter, vitamin, suplemen, imunoterapi, herbal (over the
counter drug).

Pengobatan terhadap penyakit kejiwaan psikologis atau gangguan mental (mental disorder) dan
gangguan psikologis lainnya termasuk semua gejala sisa atau sequele dari penyakit tersebut.

14



